
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR   27 /POJK.03/2016 

TENTANG 

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN  

BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Jasa 

Keuangan yang sehat, melindungi pemangku 

kepentingan dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

diperlukan pelaksanaan tata kelola di Lembaga 

Jasa Keuangan; 

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola tersebut,  

Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan 

dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi 

persyaratan kemampuan dan kepatutan;  

c. bahwa untuk mendukung terwujudnya perizinan 

prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih 

cepat, tepat, mudah dan transparan; 

d. bahwa dengan beralihnya kewenangan 

pengaturan dan  pengawasan  Lembaga Jasa 

Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

diperlukan penyelarasan ketentuan yang 

mengatur mengenai penilaian kemampuan dan 

kepatutan; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf c dan 

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan 

dan Kepatutan  bagi  Lembaga Jasa Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790); 

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang 

Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3477); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3608); 

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4867); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253); 
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6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 337; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5618); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5835); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK 

UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam    Peraturan    Otoritas   Jasa    Keuangan   ini   yang 

dimaksud dengan: 

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat 

LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  yang meliputi: 

a. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan 

kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan 

di luar negeri; 
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b. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan 

kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer 

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal; 

c. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang 

memberi nasihat kepada pihak lain mengenai 

penjualan atau pembelian Efek dengan 

memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud  

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang 

Pasar Modal; 

d. Perusahaan Perasuransian adalah  perusahaan 

asuransi, perusahaan asuransi syariah, 

perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi 

syariah, perusahaan pialang 

asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan 

perusahaan penilai kerugian asuransi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 

e. Dana Pensiun adalah badan hukum yang 

mengelola dan menjalankan program yang 

menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk 

yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah; 

f. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang 

melakukan seluruh kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai perusahaan pembiayaan dan 

perusahaan pembiayaan syariah; 
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g. Lembaga Penjamin adalah perusahaan 

penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, 

perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan 

penjaminan ulang syariah yang menjalankan 

kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penjaminan; 

h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya 

disingkat PMV adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura 

termasuk yang melakukan seluruh kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai perusahaan 

modal ventura dan perusahaan modal ventura 

syariah; 

i. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan 

pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian 

pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai usaha 

pergadaian. 

2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, 

mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada LJK. 

3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya 

disingkat PSP adalah badan hukum, orang 

perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang 

memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK 

dan mempunyai kemampuan untuk melakukan 

pengendalian atas LJK. 

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya 

disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK 

yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau 
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yang setara dengan RUPS bagi LJK yang berbentuk 

badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, 

perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan 

umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah, 

atau badan usaha perseroan komanditer. 

5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan 

Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum 

koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan 

umum, perusahaan daerah, perusahaan umum 

daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha 

perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor 

perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar 

negeri. 

6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK 

yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau 

yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang 

berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, 

dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah, 

perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan 

daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau 

kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar 

negeri. 

7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang 

direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, 

Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau 

unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha 

perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. 

8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak 

yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai 

kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan 

Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, 

Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian. 
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9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan 

untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan 

perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan 

Perasuransian yang bertanggung jawab untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan 

sesuai dengan standar praktik yang berlaku. 

11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan 

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan 

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang 

ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola 

dampak keuangan dari risiko yang dihadapi 

perusahaan yang bekerja secara independen dan 

sesuai dengan standar praktik yang berlaku. 

12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat 

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Pasal 2 

(1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari 

OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan 

fungsinya sebagai Pihak Utama. 

(2) Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. bagi Bank:  

1) PSP; 

2) anggota Direksi; dan 

3) anggota Dewan Komisaris. 

b. bagi Perusahaan Efek: 

1) PSP; 

2) anggota Direksi; dan 

3) anggota Dewan Komisaris. 
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c. bagi Penasihat Investasi: 

1) PSP; 

2) anggota Direksi; dan 

3) anggota Dewan Komisaris. 

d. bagi Perusahaan Perasuransian:  

1) Pengendali Perusahaan Perasuransian; 

2) anggota Direksi; 

3) anggota Dewan Komisaris; 

4) anggota Dewan Pengawas Syariah; 

5) Auditor Internal; dan 

6) Aktuaris Perusahaan. 

e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja: 

1) anggota Direksi; 

2) anggota Dewan Komisaris; dan 

3) anggota Dewan Pengawas Syariah.  

f. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan: 

1) pelaksana tugas pengurus; dan 

2) anggota Dewan Pengawas Syariah. 

g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, 

PMV, dan Perusahaan Pergadaian: 

1) PSP; 

2) anggota Direksi; 

3) anggota Dewan Komisaris; dan 

4) anggota Dewan Pengawas Syariah. 

(3) Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang 

belum memperoleh persetujuan dari OJK, dilarang 

melakukan tindakan sebagai PSP atau Pengendali 

Perusahaan Perasuransian walaupun telah memiliki 

saham LJK. 

(4) Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris 

dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah  

yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang 

melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota 

Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota 

Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah 

mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. 
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Pasal 3  

Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian 

kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama. 

 

BAB II 

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 

 

Pasal 4  

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk 

menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan: 

a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP atau 

calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang 

merupakan pemegang saham; 

b. integritas dan reputasi keuangan bagi calon Pengendali 

Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan 

pemegang saham; 

c. integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi 

selain calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian. 

 

Pasal 5  

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi: 

a. cakap melakukan perbuatan hukum; 

b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit 

ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang 

berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 

tertentu sebelum dicalonkan; 

c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan 

perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK; 

d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang 

sehat; dan 

e. tidak termasuk sebagai  pihak yang dilarang untuk 

menjadi Pihak Utama. 
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Pasal 6  

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, paling sedikit 

dibuktikan dengan: 

a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 

b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah 

menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan 

Perasuransian yang bukan merupakan pemegang 

saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) 

tahun terakhir sebelum dicalonkan. 

 

Pasal 7  

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan: 

a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6; 

b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat 

mendukung perkembangan bisnis LJK; dan 

c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya 

yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan 

keuangan. 

 

Pasal 8  

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c, paling sedikit meliputi pengetahuan 

dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK. 

 

BAB III 

TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 
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Pasal 9  

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani: 

a. proses hukum;  

b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK; 

dan/atau  

c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi 

permasalahan integritas, kelayakan keuangan, 

reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu 

LJK,  

tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian 

kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama. 

 

Pasal 10  

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi 

Pihak Utama  diajukan oleh: 

a. calon pemilik, pendiri atau anggota Direksi LJK 

dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau 

b. anggota Direksi LJK, dalam hal LJK telah 

memperoleh izin usaha; 

dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif. 

(2) LJK harus menyampaikan daftar pemenuhan 

persyaratan administratif kepada OJK yang 

ditandatangani oleh: 

a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat LJK yang 

berwenang dalam hal permohonan izin pendirian 

LJK; atau 

b. pejabat LJK yang berwenang, dalam hal LJK telah 

memperoleh izin usaha. 

(3) Penyampaian permohonan dan/atau dokumen 

persyaratan administratif dapat dilakukan melalui 

sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur 

mengenai hal tersebut telah diberlakukan. 

(4) OJK dapat mengembalikan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen persyaratan 

administratif tidak lengkap. 
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(5) LJK dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam 

jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang 

dituju. 

 

Pasal 11  

(1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham LJK dimiliki 

oleh pemerintah pusat atau lembaga  yang diberikan 

tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan 

LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan 

menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris LJK dimaksud dapat diajukan oleh instansi 

yang mewakili pemerintah pusat atau lembaga 

tersebut. 

(2) Dalam hal calon PSP akan melakukan pembelian 

saham LJK dalam rangka penyertaan modal sementara 

oleh lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-

Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan 

untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP dimaksud 

dapat diajukan oleh lembaga tersebut. 

 

Pasal 12  

Dalam hal anggota Direksi LJK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya 

atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan 

diajukan oleh: 

a. anggota Direksi lainnya yang  tidak mempunyai 

benturan kepentingan; 

b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota 

Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau 

mempunyai benturan kepentingan; atau 

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh 

anggota Direksi atau anggota  Dewan Komisaris tidak 

dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai 

benturan kepentingan. 
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Bagian Kedua 

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon 

PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian 

 

Pasal 13  

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP 

dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian 

dilakukan melalui penilaian administratif. 

(2) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), calon PSP, dan calon 

Pengendali Perusahaan Perasuransian harus 

melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit 

mengenai: 

a. rencana calon PSP, dan calon Pengendali 

Perusahaan Perasuransian terhadap  

pengembangan  LJK  yang akan dimiliki dan/atau 

yang akan dikendalikannya; dan 

b. strategi calon PSP, dan calon Pengendali 

Perusahaan Perasuransian dalam hal  LJK  yang 

akan dimiliki dan/atau yang akan 

dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan. 

 

Pasal 14  

Dalam hal calon PSP, atau calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian adalah pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah,  presentasi atau pemaparan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila dianggap 

perlu. 

 

Pasal 15  

(1) Dalam hal calon PSP, dan calon Pengendali 

Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, 

penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan 

hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan 

hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, dan 

anggota Dewan Komisaris badan hukum yang 
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bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan 

penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan ultimate 

shareholders. 

(2) Dalam hal ultimate shareholders merupakan 

pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang 

bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate 

shareholders tersebut memberikan data dan dokumen, 

OJK menetapkan ultimate shareholders lain yang 

secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara 

lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang 

sah sebagai pengganti ultimate shareholders 

pemerintah negara lain tersebut. 

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) harus menyampaikan dokumen persyaratan 

administratif. 

(4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), OJK dapat menetapkan pihak lain yang 

berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, 

untuk menyampaikan dokumen persyaratan 

administratif. 

(5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 

pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian 

kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Bagian Ketiga  

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak 

Utama Selain Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian 

 

Pasal 16  

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak 

Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian dilakukan OJK melalui penilaian 

administratif. 
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Pasal 17  

(1) LJK harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri 

(self assessment) terhadap calon Pihak Utama selain 

calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian sebelum diajukan kepada OJK, terkait 

dengan: 

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf c; dan 

b. pemenuhan persyaratan  sesuai  dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Hasil self assessment sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan 

permohonan. 

 

Pasal 18  

(1) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan 

klarifikasi kepada calon Pihak Utama. 

(2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila: 

a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak 

Utama; 

b. calon Pihak Utama belum mempunyai 

pengalaman pada  LJK di Indonesia yang relevan 

dengan jabatan yang dituju dan 

mempertimbangkan posisi jabatan,  ukuran, 

kompleksitas, dan/atau permasalahan LJK 

tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; 

dan/atau 

c. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak 

disetujui dalam pencalonan sebelumnya. 
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Bagian Keempat 

Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

 

Pasal 19  

(1) OJK menghentikan penilaian kemampuan dan 

kepatutan calon Pihak Utama LJK apabila calon 

tersebut menjalani: 

a. proses hukum; 

b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; 

dan/atau 

c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi 

permasalahan integritas, kelayakan keuangan, 

reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada 

suatu LJK. 

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberitahukan secara tertulis kepada LJK. 

 

Pasal 20  

Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan 

dan kepatutannya oleh OJK, dapat dicalonkan kembali 

kepada OJK untuk menjadi Pihak Utama apabila yang 

bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 

 

BAB IV 

HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 

 

Pasal 21  

(1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan 

kepatutan sebagai berikut: 

a. disetujui; atau 

b. tidak disetujui.  

(2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan 

dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh 

dokumen permohonan diterima secara lengkap. 
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(3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan 

kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat 

permohonan izin pendirian, penggabungan dan/atau 

peleburan LJK, OJK memberikan penetapan hasil 

penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka 

waktu sesuai dengan peraturan yang mengatur 

mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, 

dan/atau peleburan LJK. 

(4) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan 

kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

tertulis kepada LJK. 

(5) Selain memberitahukan kepada LJK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), OJK dapat memberitahukan 

hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada 

pihak lain yang berkepentingan dalam rangka 

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 22  

(1) Bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun 

telah memiliki saham LJK: 

a. yang bersangkutan wajib mengalihkan 

kepemilikan sahamnya pada LJK yang 

bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; 

dan 

b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham 

pada LJK yang bersangkutan. 

(2) LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada 

OJK dengan mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaporan 

perubahan anggaran dasar terkait perubahan 

kepemilikan yang berlaku pada masing-masing sektor 

jasa keuangan. 

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaporan 

perubahan anggaran dasar terkait perubahan 



- 18 - 
 

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK 

wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS 

mengesahkan pengalihan kepemilikan saham. 

 

Pasal 23  

LJK wajib mencantumkan penjelasan mengenai status 

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22  

dalam: 

a. daftar pemegang saham LJK; dan 

b. laporan yang dipublikasikan LJK. 

 

Pasal 24  

(1) OJK dapat menetapkan pihak yang tidak 

diperbolehkan menerima pengalihan saham 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1). 

(2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan 

kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima 

pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1): 

a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai 

pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 22 ayat (1); 

b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak 

yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar 

pemegang saham LJK; dan 

c. pihak yang menerima pengalihan tidak 

memperoleh hak-haknya sebagai pemegang 

saham. 

 

Pasal 25  

(1) Persetujuan OJK terhadap calon Pihak Utama selain 

calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan 

Perasuransian menjadi tidak berlaku apabila dalam 

jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan 

terhadap calon Pihak Utama yang telah disetujui oleh 

OJK. 
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(2) LJK wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada 

peraturan yang mengatur mengenai pelaporan 

perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-

masing sektor jasa keuangan.  

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur 

mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib 

melaporkan pengangkatan Pihak Utama paling lambat 

7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan. 

 

Pasal 26  

(1) Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan 

Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas 

Syariah yang tidak disetujui oleh OJK  namun telah 

diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris, LJK wajib menyelenggarakan RUPS untuk 

membatalkan pengangkatan yang bersangkutan. 

(2) LJK wajib melaporkan RUPS pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan mengacu 

kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan 

perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-

masing sektor jasa keuangan. 

(3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur 

mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib 

melaporkan  perubahan Pihak Utama paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan 

pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota 

Dewan Komisaris. 

 

Pasal 27  

(1) Calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon 

Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak 

disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 

(1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada OJK 
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paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan 

Tidak Disetujui dari OJK. 

(2) Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan 

kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan 

sebelum 6 (enam) bulan pada: 

a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang 

setingkat atau lebih rendah pada LJK yang sama;  

b. jabatan di LJK sejenis yang mempunyai ukuran 

dan kompleksitas yang lebih rendah; atau 

c. jabatan di LJK yang berbeda. 

(3) Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak 

disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen 

pendukung yang membuktikan bahwa calon yang 

diajukan kembali telah melakukan peningkatan 

kompetensi. 

 

Pasal 28  

(1) OJK membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, apabila setelah 

persetujuan diberikan: 

a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang 

disampaikan dalam proses penilaian kemampuan 

dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak 

memenuhi persyaratan; dan/atau     

b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas 

lain yang mengakibatkan pihak yang telah 

disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.  

(2) PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan 

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (3) dan Pasal 22. 

(3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris  dan/atau 

anggota Dewan Pengawas Syariah yang dibatalkan 

persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
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terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan 

Pasal 26. 

 

BAB V 

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK 

UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM 

PENYELAMATAN/PENANGANAN DAN PIHAK UTAMA BANK 

YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA RESOLUSI 

 

Pasal 29  

OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan 

kepatutan yang berbeda bagi Pihak Utama pada: 

a. LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh lembaga 

atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyelamatan/penanganan LJK; dan 

b. Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Krisis Sistem Keuangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 30  

(1) Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur 

kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk 

badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate 

shareholders kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum terjadinya perubahan. 

(2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut 

penilaian OJK menyebabkan perubahan pengendali 

Bank atau apabila menurut penilaian OJK terdapat 

pengendali Bank, Bank wajib mengajukan calon PSP 

untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan 

oleh OJK. 



- 22 - 
 

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 

pengendali Bank yang disebabkan karena adanya 

perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan 

penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 

kelompok usaha. 

(4) OJK berwenang menolak perubahan pengendali Bank, 

dalam hal berdasarkan penilaian OJK perubahan 

pengendali Bank dapat menyebabkan atau 

diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan 

pengawasan Bank. 

 

BAB VII 

SANKSI 

 

Pasal 31  

(1) LJK dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 

ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 

ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), 

Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), atau Pasal 30 ayat 

(1), dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis;  

b. penurunan tingkat kesehatan;  

c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan 

kepatutan; 

d. pembatasan kegiatan usaha; 

e. perintah penggantian manajemen; 

f. pencantuman manajemen dalam daftar pihak 

yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;  

g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan 

pengesahan; dan/atau 

h. pencabutan izin usaha. 

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku bagi LJK pada masing-masing 

sektor jasa keuangan. 

(3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan 

yang berlaku bagi LJK pada masing-masing sektor jasa 

keuangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 32  

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah 

ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

Pasal 33  

Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon 

Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini: 

a. tata cara penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu 

kepada ketentuan  penilaian kemampuan dan 

kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor 

jasa keuangan; dan 

b. konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan 

kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

 

Pasal 34  

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini: 

a. Pihak Utama pada PMV atau Perusahaan 

Pergadaian yang belum pernah mengikuti 

penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat 

menjadi Pihak Utama; 

b. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Dana 

Pensiun dan Auditor Internal pada Perusahaan 
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Perasuransian yang belum pernah mengikuti 

penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat 

menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya. 

(2) Pihak Utama selain PSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan 

kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan 

perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada 

perusahaan yang sama. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35  

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan 

kepatutan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

Pasal 36  

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal 

18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

4/POJK.05/2013 tentang  Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan 

Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, 

dan Perusahaan Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 37  

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang 

berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini. 
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Pasal 38  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 

a. pada tanggal 1 Agustus 2016 bagi LJK selain 

Perusahaan Pergadaian; 

b. 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan bagi 

Perusahaan Pergadaian. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  22 Juli 2016 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

              ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Juli 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 147 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 

Departemen Hukum 
 

 
ttd 
 

Yuliana 



 

 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR  27 /POJK.03/2016 

TENTANG 

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN  

BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN  

 

I. UMUM 

Upaya menciptakan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat, selain 

ditempuh  melalui perbaikan kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan, 

juga ditempuh melalui pemantapan Lembaga Jasa Keuangan  yang 

mengarahkan Lembaga Jasa Keuangan kepada praktik tata kelola dan 

pemenuhan prinsip kehati-hatian. 

Lembaga Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai posisi 

strategis dalam sistem keuangan, setiap saat harus mempertahankan dan 

menjaga kepercayaan, sehingga Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki 

dan dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan 

kemampuan dan kepatutan. 

Selain itu, dengan adanya konglomerasi keuangan, pengelola  

Lembaga Jasa Keuangan yang bertindak sebagai entitas utama wajib 

memiliki kemampuan dan kepatutan untuk mengelola entitas utama dan 

Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan. Hal tersebut 

diperlukan mengingat dalam konglomerasi keuangan terjadi peningkatan 

kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan di 

dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko. 

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyetujui atau tidak menyetujui 

pihak yang akan memiliki atau mengelola Lembaga Jasa Keuangan. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan 
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penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan 

kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi 

kepengurusan dan kepemilikan Lembaga Jasa Keuangan yang lebih cepat, 

tepat, mudah, dan transparan.  

Selanjutnya dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan 

pengawasan Lembaga Jasa Keuangan kepada OJK sesuai dengan Undang 

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian 

kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan 

baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. 

Penyelarasan dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya 

regulatory arbitrage dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian 

kemampuan dan kepatutan di Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan 

diawasi oleh OJK.  

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, ketentuan yang mengatur 

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan perlu dilakukan 

penyempurnaan dalam ketentuan mengenai penilaian  kemampuan dan 

kepatutan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 2 

  Ayat (1) 

Dengan diberikannya persetujuan OJK bukan berarti calon 

Pihak Utama dapat secara langsung menjalankan tindakan, 

tugas dan fungsinya namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Misal calon anggota Direksi yang telah 

disetujui OJK harus terlebih dahulu dilakukan pengangkatan 

oleh RUPS sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

Ayat (2) 

Huruf a.   

 Cukup jelas. 
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Huruf b.   

 Cukup jelas. 

Huruf c.   

 Cukup jelas. 

   Huruf d.   

    Angka 1) 

Yang dimaksud dengan “Pengendali Perusahaan 

Perasuransian” adalah Pengendali Perusahaan 

Perasuransian yang bukan merupakan pemegang 

saham antara lain badan perwakilan anggota pada 

perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum 

usaha bersama dan Pengendali Perusahaan 

Perasuransian yang merupakan pemegang saham 

antara lain PSP. 

Angka 2) 

     Cukup jelas. 

Angka 3) 

  Cukup jelas. 

Angka 4) 

  Cukup jelas. 

Angka 5) 

  Cukup jelas. 

Angka 6) 

  Cukup jelas. 

   Huruf e.   

    Cukup jelas. 

   Huruf f.   

    Cukup jelas. 

   Huruf g.   

    Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan telah memiliki saham LJK adalah saham 

pada LJK tempat yang bersangkutan dicalonkan yang diperoleh 

antara lain melalui transaksi di bursa efek. 

Yang dimaksud dengan tindakan sebagai PSP pada ayat ini 

antara lain adalah mempengaruhi kebijakan LJK, hadir 
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dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas 

sebagai PSP. 

 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan LJK pada ayat ini adalah LJK tempat 

yang bersangkutan dicalonkan. 

Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi  sebagai  anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak 

mewakili LJK dalam membuat keputusan yang secara hukum 

mengikat LJK dan/atau mengambil keputusan penting yang 

mempengaruhi kondisi keuangan LJK. 

 

Pasal 3 

  Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk 

menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan 

terhadap calon Pihak Utama sebagaimana diamanatkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 

masing-masing sektor jasa keuangan. 

   

Pasal 4 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 5 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah: 

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya 

telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun 

terakhir sebelum dicalonkan;  

2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang 

tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP)  dan/atau yang sejenis  KUHP di luar negeri dengan 

ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau 

lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 

(sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana 
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penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, 

pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, 

kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 

senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang 

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan 

hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya 

telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun 

terakhir sebelum dicalonkan. 

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” 

antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang 

bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum 

dan/atau otoritas lain. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” 

antara lain: 

1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam 

Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan  Sistem 

Informasi Debitur;  

2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan 

oleh LJK dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara 

dengan Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau 

pembiayaan  tersebut telah memenuhi kriteria yang 

tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; 

dan/atau  

3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian 

transaksi Efek di Perusahaan Efek. 

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan 

macet adalah apabila calon Pihak Utama: 
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1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau  

2) merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota 

Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai 

kredit  dan/atau pembiayaan macet. 

  Huruf b 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah 

proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan 

(termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi: 

1. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;  

2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang 

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP)  dan/atau yang sejenis  KUHP di luar negeri dengan 

ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau 

lebih; dan/atau 

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana 

penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, 

pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, 

kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 

senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang 

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan 

hidup, di bidang kelautan, dan perikanan. 

 Huruf b 

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses 

penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK: 

Sdr. Y sedang dalam proses penilaian kemampuan dan 

kepatutan di OJK sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada 

PT BPR Maju. Selanjutnya pemegang saham PT BPR Idaman 
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berencana akan mengajukan Sdr. Y menjadi salah satu anggota 

Dewan Komisaris kepada OJK. Dengan demikian Sdr. Y tidak 

dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian 

kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan 

Komisaris PT BPR Idaman. 

 Huruf c 

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses 

penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan 

integritas, kelayakan keuangan/reputasi keuangan dan/atau 

kompetensi  pada suatu LJK adalah: 

Sdr. X yang merupakan anggota Direksi PT Bank ABC sedang 

dilakukan penilaian kembali karena melakukan pelanggaran 

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jumlah 

yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, pemegang saham PT 

Asuransi DEF berencana akan mengajukan Sdr. X menjadi salah 

satu anggota Direksi kepada OJK. Dengan demikian Sdr. X tidak 

dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian 

kemampuan dan kepatutan sebagai calon Direksi PT Asuransi 

DEF. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan permohonan izin pendirian LJK 

adalah permohonan persetujuan prinsip dan/atau izin 

usaha LJK. 

Huruf b 

Pengajuan permohonan oleh LJK dilakukan oleh anggota 

Direksi yang berwenang untuk mewakili LJK sesuai dengan 

anggaran dasar LJK atau yang setara dengan anggaran 

dasar. 

  Ayat (2) 

Daftar pemenuhan persyaratan administratif disertai dengan 

pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa dokumen 

persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan 

benar. 
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Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan pejabat LJK yang berwenang 

termasuk anggota Direksi LJK. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Yang dimaksud dengan “lembaga  yang diberikan tugas oleh Undang-

Undang untuk menyelamatkan LJK” antara lain Lembaga Penjamin 

Simpanan. 

 

Pasal 12  

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” antara lain 

perbedaan antara  kepentingan  ekonomis  LJK dengan  kepentingan  

ekonomis  pribadi  anggota Direksi yang bersangkutan. 

 Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

  Huruf c 

Bagi Dana Pensiun, yang dimaksud dengan “pihak lain yang 

ditunjuk oleh RUPS” adalah pihak lain yang ditunjuk oleh 

pendiri. 

 

Pasal 13  

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Dalam hal calon PSP berupa badan hukum, presentasi atau 

pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau 

badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan 
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pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate 

shareholders). 

 

Pasal 14  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

 Ayat (1) 

Dalam hal badan hukum pemegang saham LJK  dimiliki dan 

dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam 

suatu kelompok usaha maka ultimate shareholders adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun 

tidak langsung memiliki saham  LJK  dan merupakan pengendali 

terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang 

mengendalikan  LJK.  

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok 

usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan 

hukum tersebut tidak memiliki pengendali. 

 Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

Pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ini dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, 

atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap 

LJK. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas.  

 

Pasal 16  

Cukup jelas. 

 

 Pasal 17  

Ayat (1) 

   Huruf a 

    Cukup jelas. 
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   Huruf b  

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan 

antara lain peraturan perundang-undangan mengenai 

perseroan terbatas dan ketenagakerjaan. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

  

Pasal 18  

  Ayat (1) 

Klarifikasi kepada calon Pihak Utama dilakukan secara tatap 

muka. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 19  

Ayat (1) 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah 

proses kepailitan atau proses penyidikan atau peradilan 

(termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang 

meliputi: 

1. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;  

2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang 

tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP)  dan/atau yang sejenis  KUHP di luar 

negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 

(satu) tahun atau lebih; dan/atau 

3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman 

pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain 

korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, 

penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan 

orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, 

pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang 

kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang 

kelautan, dan perikanan. 
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 Huruf b 

  Cukup jelas. 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses hukum adalah 

apabila yang bersangkutan telah mendapatkan: 

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);   

b. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan 

tidak bersalah; atau 

c. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak 

dinyatakan pailit. 

Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses penilaian 

kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, 

kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi  pada suatu 

LJK adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh OJK tidak 

terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan 

keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. 

 

Pasal 21  

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan izin pendirian meliputi persetujuan 

prinsip dan/atau izin usaha. 

  Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain adalah 

Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan. 
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Pasal 22  

Ayat (1) 

 Huruf a 

Pengalihan kepemilikan saham antara lain dapat dilakukan 

melalui penjualan atau hibah. 

   Huruf b 

    Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23  

Yang dimaksud dengan penjelasan mengenai status pemegang saham  

LJK adalah: 

a. status calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK; dan  

b. pembatasan hak pemegang saham atas saham yang dimiliki 

calon PSP yang tidak disetujui oleh  OJK.  

Yang dimaksud dengan laporan yang dipublikasikan LJK antara lain 

laporan keuangan tahunan. 

 

Pasal 24  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

   Huruf a 

    Cukup jelas. 

   Huruf b 

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak 

mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan 

modal LJK sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan 

sahamnya. 

   Huruf c 

Yang dimaksud dengan hak selaku pemegang saham pada 

huruf ini misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan 

kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS, dan hak 

menerima dividen yang dibagikan. 
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Pasal 25 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengangkatan” antara lain calon 

Direksi, calon Dewan Komisaris, dan calon Dewan Pengawas 

Syariah diangkat oleh RUPS, sedangkan calon Auditor Internal 

dan Aktuaris Perusahaan diangkat oleh Direksi  

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 27 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

 Huruf a 

Contoh tingkat jabatan yang sama adalah direktur dengan 

direktur. Contoh tingkat jabatan yang lebih rendah adalah 

direktur utama dengan direktur. 

 Huruf b 

Contoh LJK sejenis antara lain adalah bank dengan bank, 

asuransi dengan asuransi. 

   Huruf c 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 28  

  Ayat (1) 

 Huruf a 

    Cukup jelas. 

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah otoritas di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 
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 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 29  

 Huruf a. 

Yang dimaksud dengan “Lembaga atau instansi yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan 

penyelamatan/penanganan LJK” antara lain Lembaga Penjamin 

Simpanan. 

  Huruf b. 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

  Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

  Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan 

Bank antara lain dalam hal OJK mengalami atau melihat potensi 

adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi 

termasuk informasi sumber keuangan pengendali Bank. 

   

 Pasal 31  

Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban LJK untuk 

menjalankan kewajibannya. 

  

 Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 33 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 34 

  Cukup jelas. 

  

 Pasal 35 

Yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan antara lain:  

a. persyaratan integritas; 

b. persyaratan reputasi keuangan dan kelayakan keuangan; 

c. persyaratan kompetensi; 

d. dokumen persyaratan administratif, pejabat yang berwenang 

menandatangani daftar pemenuhan persyaratan administratif,  

dan jumlah calon Pihak Utama untuk setiap lowongan; 

e. penilaian  sendiri (self assessment) terhadap Pihak Utama selain 

calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian pada 

LJK; 

f. kriteria dan tata cara klarifikasi dalam rangka penilaian 

administratif; 

g. tata cara pengalihan saham (jumlah, jangka waktu, dan pihak 

yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham) dan 

pembatasan hak pemegang saham; 

h. jangka waktu persetujuan OJK menjadi tidak berlaku dalam hal 

calon Pihak Utama tidak diangkat; 

i.  jangka waktu RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon 

Pihak Utama yang tidak disetujui; dan 

j. tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda 

bagi Pihak Utama LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh 

lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyelamatan/penanganan LJK dan Pihak Utama 

Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sektor Keuangan. 

 

Pasal 36  

Dengan dicabutnya Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf 

b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 

tentang  Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama 

pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan 
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Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, maka seluruh ketentuan 

yang mengatur mengenai: 

a. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama 

pada saat dicalonkan; dan 

b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama 

pada saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan 

kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;  

menjadi tidak berlaku. 

 

Pasal 37  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

 Cukup jelas 
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